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Internal Audit Charter atau Piagam Audit Internal
adalah dokumen formal yang menegaskan
komitmen Sekretaris Jenderal terhadap arti
pentingnya fungsi pengawasan internal atas

penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan
Sekretariat Jenderal DPR Rl yang memuat tujuan,
wewenang, dan tanggung jawab kegiatan
pengawasan internal oleh Aparat Pengawasan
internal Pemerintah.
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SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

PIAGAM AUDIT INTERN

1. Pengawasan internal adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan
fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan
secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kepemerintahan yang baik.

2. Inspektorat Utama adalah unsur pengawasan internal di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian, yang berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Sekretaris Jenderal DPR RI.

3. Inspektorat Utama mempunyai tugas melaksanakan pengawasan internal di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI.

4. Inspektorat Utama memiliki kewenangan untuk mengakses seluruh informasi Satuan Kerja/Biro/Pusat, mengatur sumber daya APIP, meminta dan
memperoleh dukungan dan/atau asistensi yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan internal serta kewenangan lain
sebagaimana tercantum dalam lampirain piagam ini.

5. Untuk mewujudkan pengawasan internal yang efektif, Pimpinan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR Rl wajib menciptakan dan memelihara
Lingkungan Pengendalian yang baik melalui :

a. Penegakan integritas dan nilai etika;

Komitmen terhadap kompetensi;

Kepemimpinan yang kondusif;

Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;

Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;

Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;

Mewujudkan peran APIP yang efektif;

Hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.
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Penjelasan atas Piagam Audit Intern ini adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Piagam ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Piagam ini.

Piagam Audit Intern mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila diperlukan akan dilakukan perubahan dan/atau penyempurnaan guna menjamin
keselarasan dengan praktik-praktik terbaik di bidang pengawasan, perubahan lingkungan organisasi, dan perkembangan praktik-praktik penyelenggaraan tugas dan
fungsi pemerintah.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 1 Oktober 2015
Sekretaris Jenderal
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,

ttd.

(DR. Winantuningtyastiti S., M.Si.)



: Standar Audit

Ustandar umum audit, persyaratan profesionalisme auditor,
atan lingkup kerja auditor, persyaratan pelaporan audit
speksyaratan pengelolaan Sistem Pengendalian Intern.

BAB V : Pola Hubungan Inspéktorat Utama dengan Para Pihak
“Berisi hubungan Inspektorat Utafha dengan Auditee, Auditor Eksternal, BURT DPR RI
serta Sekretaris Jenderal DPR RI.

BAB VI : Penutup
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Latar Belakang, Visi dan Misi
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Visi dan Misi Inspektorat Utama
Visi
Latar Belakang Mewujudkan Unit Pengawasan internal

_ _ _ yang Profesional dan Berintegritas
a. Untuk terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih o ) )
dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme serta untuk Sebaga' Mitra Strategls Set]en dalam
menjamin agar Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI Meningkatkan Kinerja Setjen dan BKD
berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan DPR RI
perundang-undangan yang berlaku, peranan pengawasan yang
dilakukan Inspektorat Utama perlu ditingkatkan dan disesuaikan .
dengan kewenangan dan kebutuhan. Misi
b. Demi terselenggaranya peranan pengawasan secara optimal, 1. Menyelenggarakan Pengawasan Intern
perlu adanya Piagam Pengawasan internal sebagai pegangan
para auditor dalam melaksanakan tugasnya.
c. Piagam Pengawasan internal diperlukan agar ada persamaan
persepsi dan kesatuan arah bagi para auditor dalam Badan Keahlian DPR RI;
melaksanakan tugasnya. 2. Membina Penyelenggaraan Sistem
d. Piagam Audit Intern (Internal Audit Charter) merupakan
dokumen formal yang menyatakan tujuan, wewenang, dan
tanggung jawab kegiatan audit intern oleh APIP.
e. Piagam Audit Intern merupakan penegasan komitmen dari para DPR RI;
pemangku kepentingan (stakeholders) terhadap arti pentingnya 3. Mengembangkan kapasitas Inspektorat
fungsi audit audit intern atas penyelenggaran pemerintahan di
lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI

terhadap Akuntabilitas Keuangan Negara
di lingkungan Sekretariat Jenderal dan

Pengendalian Intern di lingkungan
Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian

Utama yang Profesional dan Kompeten.
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Tugas dan Fungsi

Tugas
Inspektorat Utama mempunyai tugas melaksanakan pengawasan internal di lingkungan Sekretariat
Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI.

Fungsi

Dalam melaksanakan tugasnya Inspektorat Utama menjalankan fungsi:

1) Perumusan dan evaluasi rencana strategis Inspektorat Utama;

2) Koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Inspektorat Utama;

3) Penyiapan perumusan kebijakan pengawasan;

4) Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan
kegiatan pengawasan lainnya;

5) Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Sekretaris Jenderal dan/atau Pimpinan Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;

6) Penyusunan laporan hasil pengawasan;

7) Pelaksanaan administrasi Inspektorat Utama;

8) Pembinaan Satuan Pengendalian Internal (SPI) di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI dan Badan Keahlian DPR RI;

9) Pemberian rekomendasi atas temuan hasil pemeriksaan intern dan ekstern;

10) Pemantauan tindak lanjut atas temuan hasil pemeriksaan intern dan ekstern;

11) Pendampingan/pemberian keterangan ahli dalam proses penyidikan dan/atau peradilan kasus hasil pengawasan
pada lingkup Sekretariat Jenderal DPR Rl dan Badan Keahlian DPR RI;

12) Pelaksanaan sosialisasi mengenai pengawasan, konsultasi, asistensi, dan pemaparan hasil pengawasan;

13) Penyusunan laporan kinerja Inspektorat Utama;

14) Pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Sekretaris Jenderal; dan

15) Pelaksanaan fungsi lain yang diamanatkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
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Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Inspektorat Utama
Berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 6 Tahun 2015 tanggal 1 Oktober 2015

Inspektur Utama
Drs. Setyanta Nugraha, M.M.
NIP. 19620719 198803 1001

Kepala Bagian Tata Usaha

Ety Tiyastuti, SE, M.Si
NIP.19700920 199603 2000
[ 1
Kasubag Perencanaan dan Keuangan Kasubag Kepegawaian dan Umum Kasubag Evaluasi dan Pelaporan
Djoko Hanggoro, ST Kusworosari, S.S0s Walidi, S.IP
NIP. 197012282000031000 NIP. 195804241982032000 NIP. 196808081998031000

[ I
Inspektur | Inspektur Il

Dr. Dewi Barliana Sutisna, M.Psi Ign Bambang Rudyanto, SH, MH
NIP. 19620926 198803 2000 NIP. 19590314 198803 1000

KELOMPOK KELOMPOK

JABATAN FUNGSIONAL JABATAN FUNGSIONAL

Irtama 2016



STANDAR PROFESI AUDITOR

Persyaratan Auditor yang Duduk dalam Inspektorat Utama

1. Memenuhi sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor dan/atau sertifikasi lain di bidang
pengawasan intern pemerintah serta persyaratan teknis lainnya sesuai peraturan
perundang-undangan;

2. Memiliki integritas dan perilaku yang professional, independen, jujur, dan obyektif
dalam pelaksanaan tugasnya;

3. Memliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit dan disiplin ilmu
lain yang relevan dengan bidang tugasnya;

4. Wajib memenuhi Kode Etik dan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia;

5. Wajib menjaga kerahasiaan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas dan
tanggung jawab audit intern kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan
perundang-undangan;

6. Memahami prinsip-prinsip tata kelola organisasi yang baik, pengendalian intern
pemerintah, dan manajemen risiko, serta

- ' 7. Bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan

AUDITOR profesionalismenya secara terus menerus.

Larangan Perangkapan Tugas dan Jabatan Auditor

1. Auditor tidak boleh terlibat langsung melaksanakan operasional kegiatan yang diaudit atau terlibat dalam
kegiatan lain yang dapat mengganggu penilaian independensi dan obyektivitas auditor;

2. Auditor tidak boleh merangkap jabatan sebagai pejabat struktural
Irtama 2016 8



Kompetensi dan Kecermatan Profesional
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1. Kompetensi Auditor. Auditor harus mempunyai pendidikan, pengetahuan,
keahlian dan keterampilan, pengalaman, serta kompetensi lain yang

Auditor diperlukan untuk melaksanakan tanggung jawabnya

Latar Belakang Pendidikan Auditor. Auditor harus mempunyai tingkat
pendidikan formal yang diperlukan
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3. Kompetensi Standar. Kompetensi standar yang harus dimiliki oleh auditor
adalah kompetensi umum, kompetensi teknis audit internal, dan
kompetensi kumulatif.

Sertifikasi Jabatan serta Pendidikan dan Pelatihan Berkelanjutan. Auditor
harus mempunyai sertifikasi jabatan fungsional auditor (JFA) dan/atau
sertifikasi lain di bidang pengawasan internal pemerintah

Auditees

5. Penggunaan Tenaga Ahli. Pimpinan APIP dapat menggunakan tenaga ahli apabila Auditor tidak
mempunyai keahlian yang diharapkan untuk melaksanakan penugasan audit internal

6. Kecermatan Profesional Auditor. Auditor harus menggunakan kemahiran profesionalnya
dengan cermat dan seksama (due professional care) dan secara hati-hati (prudent) dalam

setiap penugasan audit internal
Irtama 2016 9



1. Kewajiban Auditor

a) Mengikuti Standar Audit. Auditor harus
mengikuti Standar Audit dalam segala pekerjaan
audit internal yang dianggap material

b) Meningkatkan Kompetensi. Auditor wajib
meningkatkan  pengetahuan, keahlian dan
keterampilan, serta kompetensi lain melalui
Pendidikan dan  Pelatihan Profesional
Berkelanjutan (Continuing Professional
Education) guna menjamin kompetensi yang
dimiliki sesuai dengan kebutuhan APIP dan
perkembangan lingkungan pengawasan

2. Program Pengembangan dan Penjaminan Kualitas

Pimpinan APIP harus merancang, mengembangkan,
dan menjaga program pengembangan dan penjaminan
kualitas yang meliputi semua aspek kegiatan audit
intern

Irtama 2016 10



KODE ETIK AUDITOR TS

Prinsip No.1: INTEGRITAS. 1. Auditor internal wajib melakukan pekerjaannya dengan jujur, sungguh-sungguh, dan bertanggung jawab. 2. Auditor
internal wajib mematuhi hukum dan memberikan penjelasan sesuai dengan yang diharapkan oleh ketentuan hukum dan profesi. 3. Auditor internal
harus menghormati dan memberikan dukungan kepada tujuan organisasi yang sah dan etis. 4. Auditor internal dilarang menerima gratifikasi terkait
dengan jabatan dalam bentuk apapun. 5. Bila gratifikasi tidak bisa dihindari, auditor internal wajib melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi
(KPK) paling lama dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah gratifikasi diterima atau sesuai ketentuan pelaporan gratifikasi.

Prinsip No.2: OBYEKTIVITAS. 1. Auditor internal tidak boleh berpartisipasi dalam kegiatan atau hubungan apapun yang dapat, atau patut diduga
dapat, mengurangi kemampuannya untuk melakukan penilaian (assessment) secara objektif. Termasuk dalam hal ini adalah kegiatan atau hubungan
apapun yang dapat menimbulkan pertentangan kepentingan dengan organisasinya. 2. Auditor internal dilarang menerima apapun, yang dapat atau
patut diduga dapat, mempengaruhi pertimbangan profesionalnya. 3. Auditor internal wajib mengungkapkan semua fakta material yang diketahuinya,
yaitu fakta yang jika tidak diungkapkan, dapat mengubah atau mempengaruhi pengambilan keputusan atau menutupi adanya praktik-praktik yang
melanggar hukum.

Prinsip No.3: KERAHASIAAN. 1. Auditor internal wajib bersikap hati-hati (prudent) dalam menggunakan dan menjaga informasi yang diperolehnya
selama melaksanakan tugas. 2. Auditor internal dilarang menggunakan informasi, untuk mendapatkan keuntungan pribadi, atau dengan cara apapun
yang bertentangan dengan hukum atau merugikan tujuan organisasi yang sah dan etis.

Prinsip No.4: KOMPETENSI. 1. Auditor internal wajib memberikan layanan yang dapat dilaksanakan dengan pengetahuan, keahlian, dan pengalaman
penting yang dimilikinya. 2. Auditor internal wajib melakukan pengawasan sesuai dengan Standar Profesi Audit Internal. 3. Auditor internal harus
senantiasa meningkatkan keahlian dan efektivitas, serta kualitas pelaksanaan tugasnya, baik yang diperoleh dari pendidikan formal, pelatihan, sertifikasi,
maupun pengalaman kerja.

Prinsip No.5:AKUNTABEL. Auditor internal wajib menyampaikan pertanggungjawaban atau jawaban dan keterangan atas kinerja dan tindakannya
secara sendiri atau kolektif kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

Prinsip No.6:PERILAKU PROFESIONAL. 1. Auditor internal dilarang terlibat dalam segala aktivitas illegal, atau terlibat dalam tindakan yang

menghilangkan kepercayaan kepada profesi pengawasan internal atau organisasi; 2. Auditor internal dilarang mengambil alih peran, tugas, fungsi, dan
tanggung jawab manajemen auditi dalam melaksanakan tugas yang bersifat konsultasi.
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POLA HUBUNGAN INSPEKTORATUTAMA
DENGAN PARA PIHAK

Untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan fungsi pengawasan internal, Inspektorat
Utama perlu menjalin kerjasama dan koordinasi dengan satuan kerja, APIP lainnya, Aparat
Penegak Hukum (APH), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), pihak terkait
lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, Kementerian Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (selaku lembaga yang berwenang untuk merumuskan
kebijakan nasional di bidang pengawasan), dan aparat pengawasan ekstern pemerintah.

Irtama dengan Satuan Kerja Biro/Pusat : hubungan kemitraan antara auditor dan
auditi atau antara konsultan dengan penerima jasa; satuan kerja harus memberikan dan menyajikan
informasi yang relevan dengan ruang lingkup penugasan; Auditi harus menindaklanjuti setiap
rekomendasi audit yang diberikan oleh Inspektorat Utama dan melaporkan tindak lanjut beserta
status atas setiap rekomendasi audit kepada Inspektorat Utama sesuai dengan prosedur yang
berlaku.

Irtama dengan BPKP selaku Pembina penyelenggaraan SPIP: 1. Penerapan pedoman teknis penyelenggaraan
SPIP; 2. Sosialisasi SPIP; 3. Pendidikan dan pelatihan SPIP; 4. Pembimbingan dan konsultansi SPIP; dan 5. Peningkatan
kompetensi auditor aparat pengawasan internal pemerintah.

Inspektorat Utama harus menggunakan peraturan-peraturan di bidang Jabatan Fungsional Auditor yang dikeluarkan oleh
BPKP selaku Instansi Pembina Jabatan Fungsional Auditor.

IRTAMA DENGAN APARAT PENGAWASAN EKSTERN PEMERINTAH : Inspektorat Utama menjadi mitra pendamping bagi aparat
pengawasan ekstern pemerintah selama pelaksanaan penugasan, baik sebagai penyedia data/informasi maupun sebagai mitra auditi pada
saat pembahasan temuan audit; dapat berkoordinasi dengan aparat pengawasan ekstern pemerintah untuk mengurangi duplikasi dengan
lingkup penugasannya ; Tindak lanjut dan status atas setiap rekomendasi audit yang disampaikan aparat pengawasan ekstern pemerintah
merupakan bahan pengawasan bagi Inspektorat Utama terhadap penyelenggaran tugas dan fungsi instansi pemerintah; Inspektorat Utama
menyampaikan laporan hasil pengawasan pemeriksaan kepada BPK-RI sebagaimana diwajibkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004
tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara dan kepada BPKP sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah
Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerini@{\agﬁgl%m 12






